BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 89
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa sehubungan dengan kedatangan pelaku perjalanan

internasional yang berasal dari Pekerja Migran Indonesia dari
luar negeri, Pemerintah Daerah harus menyediakan dukungan
pendanaan untuk belanja pemulangan Pekerja Migran
Indonesia sesuai ketentuan Surat Edaran Satuan Tugas
Pananganan COVID 19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol
Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi
COVID 19, sehingga perlu mereformulasi dari Belanja Tidak
Terduga ke Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang diatur dalam peraturan bupati;

.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam hal untuk mendanai keperluan
mendesak, anggaran belum tersedia atau belum tercukupi,
dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak
Terduga yang terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang membidangi dan akan

menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan bupati
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tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021.

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017,
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
166/PMK.07/2019 Tentang Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Kesehatan
Penduduk yang di Daftarkan Oleh Pemerintah Daerah;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai
Bencana Nasional;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/
KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009
Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2011 nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor
5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020

Nomor 9);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 3 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2020 Nomor 89);

Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor
440/6599/102.5/2021, tanggal : 23 April 2021, Perihal

:Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

PERATURAN BUPATI SAMPANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula

sebesar Rp 2.111.256.312.020,00 berkurang sebesar Rp 18.285.789.643,00

sehingga menjadi Rp 2.092.970.522.377,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

2. Belanja daerah
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan
3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

Perubahaan

Rp 1.871.474.797.332,00

Rp 18.285.789.643,00

Rp 1.853.189.007.377,00

Rp 2.111.256.312.020,00

Rp 18.285.789.643,00

Rp 2.092.970.522.377,00

Rp 262.281.514.688,00

Rp 0,00

Rp 262.281.514.688,00



b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 22.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
Perubahan Rp 22.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 239.781.514.688,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

perubahan Rp (239.781.514.688,00)

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berkut:

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut  Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi
Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemberi Bantuan

Keuangan;

Pasal 1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
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Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 3 Mei 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 199809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 20



